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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENDOMPU

JIn Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB
Email: set.dompuibawasiu.go.id

Laman: dompu.bawaslu.go.id

Nomor : 164/PM.00.02/K.NB-02/09/2024 23 September 2024
Sifat . Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. Bambang Firdaus, S.E.
dan Syirajuddin, S.H.;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. H. Kader Jaelani dan H.
Syahrul Parsan, S.T., M.T;
3. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.

di-
Dompu
A. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota danWakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota danWakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota danWakil Walikota,
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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis
Pedaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan
Calon Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota.

B. Imbauan
Berdasarkan Surat Keputusan KPU Dompu Nomor : 432 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun
2024, dimana mengingat jadwal dan pelaksanakan Kampanye dimulai pada tanggal 25
September 2024 s.d 23 November 2024; maka dalam rangka melakukan Pencegahan
pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Dompu Mengimbau hal-hal

sebagai berikut:

1. Diminta kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati agar berupaya secara
serius melakukan pencegahan secara bersama-sama terhadap keterlibatan pihak -
pihak yg dilarang dalam politik praktis meliputi : Pejabat Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan Kepala Desa
atau Sebutan Lain serta Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan;

2. Dilarang melaksanakan aktifitas yang mengarah kepada kegiatan Kampanye,
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dimana Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan sampai dimulainya Masa Tenang;

3. Dilarang Menghina seseorang, Agama, suku, ras, dan Golongan;

4. Dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba
Partai Palitik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;

5. Dilarang menggunakan kekerasan, ancaman, ancaman kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau partai politik.

Dilarang Mengganggu Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dilarang merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

Dilarang mengunakan Fasilitas, dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang terkait dengan jabatannya;

9. Dilarang Menggunakan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan;

10. Dilarang Melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

11. Melakukan Kegiatan-Kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terima kasih.

3 Y% KETUA,

"SWASTARI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;

2. Pertinggal.
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